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LKPP. Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

a.

bahwa untuk memperkuat kapasitas sumber daya
manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman
pada Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  sebagai Instansi Pembina  Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun
Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara;

bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan
mengenai Kamus Kompetensi Teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyusunan
standar kompetensi sumber daya manusia Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk memenuhi
perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Lembaga  Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun
2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan
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Mengingat

Menetapkan

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) perlu disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Kamus Kompetensi
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KAMUS
KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.
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Pasal 1
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi
kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator
perilaku untuk setiap level kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas
12 (dua belas) jenis kompetensi teknis yang digunakan
sebagai pedoman untuk penyusunan:
a. standar kompetensi;

b. program pelatihan;

c. materi uji kompetensi; dan/atau

d. instrumen kebijakan,

sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

Dengan  berlakunya  Peraturan Lembaga ini, maka
pelaksanaan pelatihan dan/atau sertifikasi bagi Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Personel Lainnya
yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
Kelompok Kerja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan tetap
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019
tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) sampai selesai.

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan
yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA
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1. KOMPETENSI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
Nama Kompetensi :| Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kode Kompetensi | KKT.PBJ.01.01
Definisi | Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikkap untuk melakukan perencanaan
pengelolaan  risikonya,  yang  meliputi
Identifikasi/Revin  Kebutithan dan
Barang/Jasa, penyusunan Spesifikasi Teknis dan
Kerangka Acuan Kega (KAK), penyusunan
perkiraan perumusan strategi Pengadaan,
ketan dan cara Pengadaan, dan perumusan
organisasi pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
KECAKAPAN
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 memahami tentang | 1.1 Memaham ten
Identifikasi/Reviu Identifikasi/Reviu  Kebutuhan
Kebutuhan dan dan Penetapan Barang/Jasa

Teknis /Kerangka Acuan Pemerintah
Kerja, Perkiraan Harga, | 1.2 Memahami tentang Penyusunan
Strategi Pengadaan, i i Teknis dan Kerangka
Pengadaan Acuan Kerja (KAK) pada
Barang/Jasa  Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa

dan melakukan Pemerintah.
lan bahan/data/ | 1.3 Memahami tentang Penyusunan
informasi terkait. Perkiraan Harga untuk setiap

1.4 Memahami tentang Perumusan

www.peraturan.go.id
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1.6

1.7

bahan dan/atan
data dan/atan informasi yang
dibuththkan untik melakaikan

3.2

3.3

melakikan

PEI@}MW.
Jasa Pemerintah
pada pekerjasn kompleks.

4.3

4.4

Www.peraturan.go.id
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o | Mampu 5.1 Mampu melakukan
konsep, teori, dan/atau konsep, teori,
kebijakan tentang dan/atau kebijakan tentang
Identifikasi/Reviu Identifikasi/ Reviu Kebutuhan

Spesifikasi dan Penetapan Jasa
Teknis /Kerangka Acuan pada Pengadaan Barang/Jasa
Kerja, Perkiraan Harga, dan intah.
Strategi Pengadaan, dan| s.2 melakukan
Organisasi konsep, teori,
Barang/Jasa Pemerintah dan/ataun kebijakan tentang

5.3

5.4

www.peraturan.go.id
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2.  KOMPETENSI PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama Kompetensi : | Pemilihan Peryedia Barang/Jasa Pemerintah

Kode Kompetensi | EKT.PBJ.02.01
Definisi :| Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untik melalaikan pemilihan peryvedia

negosiasi dalam Pengadasn Barang/Jasa
Pemerintah.
KECAKAPAN
Level Deskaipsi Indikator Perilalax
1 memaham | 1.1 Mampu Memahamm tentang Kevia
tentang Revin terhadap terhadap Dolammen Persiapan
Dolaunen Pengadaan Barang/Jasa
Jasa Pemerintah.
Pemerintah, Tahapan | 1.2 Mampu  Memahami tentang
Pemilihan Penyyedia Pemyusunan  dan Penjelasan
Barang/Jasa, Permyusunan Dolommen , Penilaian
Penyyedia, Negosiasi Kualifikasi, Evahiasi Penawaran,
dalam dan Pengelolaan
Barang/Jasa Pemerintah, | 1.2 Mampu Memshami tentang
dan melalailan Peryusunan Daftar  Permedia
Barang/Jasa Pemerintah
bahan/data/ informasi | 1.4 Mampu Memshami tentang
terkait. N i dalam  Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah

spesifik.

1.6 Memahami risiko
penyedia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

1.7 Mampu mengidentifilasi dan

Www.peraturan.go.id
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tidak
kompleks.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Pengelolaan Sanggah,
Daftar Penyedia,

atau Negosiasi dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

2 | Mampu melakukan | 2.1 Mampu melakukan Reviu
pemilihan penvedia terhadap Dokumen Persiapan
Barang/jasa  Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa
pada pekerjaan sederhana. Pemerintah  pada  pekerjaan

sederhana.

2.2 Mampu melakukan Penyusunan
Dokumen Pemilihan pada
pekerjaan sederhana.

2.3 Mampu melakukan Penilaian
penawaran  pada  pekerjaan

2.4 Mampu melakukan Klarifikasi dan
Negosiasi  pada  pekerjaan
sederhana.

3 | Mampu melakukan [ 3.1 Mampu melakukan Reviu
pemilihan penyedia terhadap Dokumen Persiapan
Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa

www.peraturan.go.id
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4.2

4.3

4.4

Kualifikesi wunhik  pekerjasan
melahi  kompetisi

Mampu !

konsep, teord, dan
kebijakan tentang Revia
terhadap Dolammen

3.3

5.4

pengembangan , teori dan
kehijalkan tentang Negosiasi dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

www.peraturan.go.id
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3. KOMPETENSI PENGELOLAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

. bolaan  Kontrak Jasal
Narma Kompetensi ; Pengek ke Pengadaan Barang/

Kode Kompetensi : | KKT.PBJ.03.01
Definisi : Kcmam;man berupa pengetahuan, keterampilan,
untuk  melakukan

pmgelohan kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta pengelolaan risikonya, yang
meliputi penummusan kontrak, pembentukan tim
pengelola kontrak, pengendalian pelaksanaan
kontrak, serah terima hasil, dan evahuasi kinerja
penyedia pada  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.

KECAKAPAN

1 Mampu memahamu tentang | 1.1 Memaham tentang Penumusan
persiapan dan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa | 1.2 Memahami tentang Pembentukan

Pemerintah, Evaluasi Tim Pengelola Kontrak.

Kinerja Penyedia Pengadaan | 1.3 Memahami tentang Pengendalian
Barang/Jasa  Pemerintah, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan
dan melakukan Perumusan Barang/Jasa Pemerintah.
Kontrak Pengadaan | 1.4 Memahami tentang Serah Terima

melakukan  pengumpulan | 1.5 Memahami  tentang _ Evaluasi

16 Mampu melakukan pekerjaan

1.7 Memahami risiko pengelolaan

18 Mampu mengidentifikasi dan

data dan/atau informasi yang
dxbutuhkan untuk  melakukan

pmgmdahan kontrak Pengadaan

www.peraturan.go.id
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Marmpu melalkaikan

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah pada pekerjaan
sederhana.

23

2.3

Pemerintah sesuai pedoman
Marmpu melalakan | 5 melakiikan Pembentikan
kontrak Tim Penpelola Kontrak Pengadaan
Pengadaan ~ Barang/Jasa Bgn;mlngasa Pemerintah  pada
Pemerintah pada pekerjaan pekerjaan tidak sederhana dan

tidak sederhana dan tidak

3.2

3.3

Jasa
Pemerintah pada tidalk
sederhana dan tidak komplels.
melalaten | 4.1 melalailan
pengelolaan kontrak pada ian Tim Pengelola

42

4.3

4.4

4.5

Www.peraturan.go.id
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3.3

5.4

5.5

pengembangan , teori dan
kebijakan Serah Terima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

www.peraturan.go.id
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4. KOMPETENSI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG [JASA
PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA

Nama Kompetensi

.| Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
'| Secara Swakelola

Kode Kompetensi

| KKT.PEL.04.01

Definisi

: me?mﬁé;lmmimtﬂmﬂmu

untuk pengelolaan
Penpadaan Barang/Jasa Pamnerintah secam
swakelola beserta pengelolaan risikomyva, yang
meliputi: peryusunan rencana dan  persiapan,
pelaksazmmg dan pengawasan, pengendalian,
dan pelaporan, untuk Pengadasn Barang/Jasa
Pemerintah yvang dilakailcan secara Swakelola tipe
L, 11, 11, dan V.

KECAKAPAN

Level Deskaipsi Indikator Perilakn

1.3 Memshami tentang Pengawasan,

1.4 Memshami risiko pengelolaan

DENEAWASAI
Barang/Jasa Pemerintah secara
Swakelola.

2 Mampu melaksanakan | 2.1 Mampu melalaikan Peryusunan
tahapan PErencanaarn, Persiapan,
pelaksanaan, dan Pelaksanaan, dan Pengawasan

pada Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa  Pemerintah intah secara  Swakelola
secara Swalkelola. sesual  pedoman/panduan dan

untuk pekerjaan dengan
masukan (inpuf) berupa personel
dengan keahlian tertentu dan

Www.peraturan.go.id

2023, No.523
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3.1

3.2

untuk aan dengan
masukan (input) berupa personel
dengan keahlian tertentu dan
bahan /material umum,
proses/metode pelaksanaan
telah memiliki standar/pedoman
yang spesifik sesuai bidang
pekerjaan dengan  variasi
pelaksanaan  tergantung  pada
kondisi lapangan, dan/atau
keluaran (output)] yang akan
kuantitatif dan/atau kualitatif.

Mampu melakukan evaluasi
efektivitas
Barang/Jasa  Pemerintah
secara Swakelola.

4.1

4.2

4.3

4.4

Mampu melakukan evaluasi
efektivitas terhadap penggunaan
sumber daya pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara
Swakelola.

Mampu melakukan evaluasi
efektivitas terhadap pencapaian
sasaran/tujuan ~ Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara

Swakelola.

Mampu melakukan evaluasi
pemerintah/organisasi
masyarakat kelompok
masyarakat pelaksana
swakelola.

www.peraturan.go.id
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kaidah keilmman di  bidang
tertentu dengan variasi
yang  tinggi,
dan/atau keluaran (outpuf) yang
akan dihasilkan t diukar
secara  kuantitatif dan/atau
divkur secara kualitatif yang
ukm'amxya ditetapkan secara
karena sulit
dxleﬁmsikan.

Mampu mengembangkan | 5.1 Mampu melakukan

konsep, teori, dan kebijakan pengembangan konsep, teori,

Barang/Jasa  Pemerintah Rencana dan Persiapan

secara Swakelola. Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara Swakelola.

5.2 Mampu melakukan

pengembangan konsep, teori,
dan kebijakan Pelaksanaan

5.3 Mampu melakukan

5.4 Mampu melakukan

www.peraturan.go.id
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5. KOMPETENSI  PENGELOLAAN  KAPABILITAS — KELEMBAGAAN
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

Nama Kompetensi

Pengelolaan Kapahilitas Kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Kode Kompetensi

EEKT.PBJ.05.00

Definisi

yang

Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk mengelola dan/atau membina
kapabilitas kelembagaan Pengadaan

Pemerintah melalui model kematangan Unit Ker]a
Pengadaan Barang/Jasa untuk memiu
keunggulan Ptmgtdaan Barang.f'-_lasa Pﬂrrﬂmtah

ket
Jasa

pemantauan, dan evaluasinya.

KECAKAPAN

Indikator Perilaku

1.1

1.2

1.3

Mampu menjelaskan konsep dan
peratiran pengelolaan kapahbilitas
Pengadaan

pengelolaan kapabilitas
Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
Z | Mampu melaksanalan [ 2.1 Mampu mengmumpulican data dan
Persiapan pengelolaan informasi  tentang pengelolaan
kelembagaan kapahilitas kelembagpan
Barang/.Jasa Pengacdaan Barang/.Jasa

Pemerintah sesuai pedoman Pemerintah.

kerja/petunjuk tekmis 2.2 Mampu melaksanakan

2.2 Mampu jikean dan
memanfatian data/mformasi
dalam rangka pengelolaan
kapahilitas kelembagpan
Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah.

3 [ Mampu melakailan | 3.1 Mampu melalk=anakan ilai
pengelolaan kapahilitas meandiri kapahbilitas kelembagaan
kelembagaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah

3.2 Mampu MErTyLISLI dan
melaksanalan jalan

Www.peraturan.go.id
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kel Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

3.3 memecahkan masalah
dan mengambil keputusan

3.4

Mampu menyusun dan
mmgevahmx perangkat

prosedur,
dan/atau kntena serta
n’k:htntkan stakeholder

kapabilitas e

kelembagpan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4.1

4.2

4.3

4.4

pmgelolaan

3.1

dan
mengembangkan teori, konsep,
dan  kebijakan  pengelolaan

kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam hal mencari

serta meyakinkan
stakeholder untuk menerima
teori, konsep, dan kebijakan yang

www.peraturan.go.id
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5.3

www.peraturan.go.id
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6. KOMPETENSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan

Nama Kompetensi ‘B i P mtah

Kode Kompetensi ¢ | KKT.PBJ.06.00

Definisi + | Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk dan membina

sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

1.2

1.3

1.4

persiapan pengelolaan
sumber daya manusia
Pengadaan 1
Pemerintah sesuai
kerja/ petunjuk teknis.

2.1

23

24

Pengadaan Barang/Jasa

Mampu mengidentifikasi
kebutuhan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Mampu menyiapkan informasi

3.1

www.peraturan.go.id
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3.2

a3

3.4

database sumber daya manusia

Barang/.Jasa
Permnerintah.

Mampu menyusun dan
mengevahuasi perangkat
nomma, standar, prosedur,
dan/atan1  kriteria  serta
stakeholder

4.1

4.3

4.4

Mampunﬂlyusmm,

stakeholder dalam hal pengelolaan

sumber daya mamusia Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

] 5.1 Mampu mengidentifikasi,
teori, konsep, kebijakan, menganalisis dan
dan menjadi sumber teori, konsep,
nijukan unfuk dan kebijakan pengelolaan
i sumber daya mamisia
sumber

www.peraturan.go.id
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5.2

5.3

rekomendasi untuk

serta meyakinkan stakeholder
untuk menerima teori, konsep,
dan kebijakan yang
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7. KOMPETENSI

-24-

PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG [ JASA

PEMERINTAH
Nama Kompetensi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kode Kompetensi KKT.PBJ.O7.00 _
| Definisi Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,

1:3

1.4

kerja,/petunjuk tekmis.

2.3

memanfaatikan data untuk
penge _ Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

3 mengelola | 2.1 melaksanakan
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3.4

3.5

Mampu menyusun dan

i perangkat
nomma, standar, prosecur,
dan/atau kriteria, serta
melibatkan stakeholder
dalam

Pengelolaan
Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.

4.1

4.2

petunjuk teknis, dan cara kerja
vang dijadikan nomma, standar,
prosedur, dan/atau kriteria

nomma,

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dulkungan  dari
stakeholder tentang pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4.4 Mampu memberikan bimbingan
dan/atau memfasilitasi
stakeholder dalam hal

pengelolaan Pengadaan

Bamng/Jasa Pemerintah.

Mampu 5.1 Mampu mengidentifikasi,
teori, konsep, kebijakan, menganalisis, dan
dan menjadi sumber mengembangkan teori, konsep,
rjukan untuk dan  kebijakan  pengelolaan
implementasi Pengadaan Jasa
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal mencan
Pemerintah kelebihan dan

5.2

kelaarangan,
memberikan rekomendasi untuk
perbaikannya, serta meyakinkan
stakeholder untuk menerima
teori, konsep, dan kebijakan yang

strategi
dan teknik metode pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa
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8. KOMPETENSI PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DI
BIDANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

' . | Pengembangan Strategi dan Kebijakan di Bidang
Neana Kompetensi * | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kode Kompetensi : | KKT.PBJ.08.00
Defmisi : Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
sikap untuk men; dan
nngnrplanentasikan strategi dan kebijakan
terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
KECAKAPAN
Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami konsep, (1.1 Manwmm]e]askankmmepdan
peraturan, dan langkah- peraturan
langkah pengembangan strategi dan
strategi dan kebijakan di kebijakan di bidang Pengadaan
bidang Barang/Jasa Pemerintah.
Barang/Jasa Pemerintah. 1.2 Mampu menjelaskan -

langkah pengembangan strategi
dan kebijakan di bidang
Barang/Jasa
Pemerintah
1.3 Mampu menjelaskan konsep
pemantauan dan  evaluasi
pengembangan  strategi  dan
kebijakan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

2 | Mampu melaksanakan | 2.1 data dan
persiapan  pengembangan informasi tentang pengembangan
strategi dan kebijakan di strategi dan kebijakan di bidang
bidang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa  Pemerintah Pemerintah.
sesuai 2.2 Mampu melaksanakan
kerja/petunjuk teknis. identifikasi dan verifikasi data

dan informasi yang dibutuhkan

dalam melaksanakan

pengembangan  strategi dan

kebijakan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

2.3 Mampu menyajikan dan

memanfaatkan  data  tentang

strategi dan

kebijakan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

3 Mampu melakukan | 3.1 Mampu menyusun/menyiapkan
pengembangan strategi dan strategi dan kebijakan
kebijakan terkait Pengadaan pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah. Barang/Jasa Pemerintah.

3.2 Mampu melaksanakan
implementasi  strategi  dan
kebijakan pe
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3.3

3.4

-+ Mampu menyusun dan| 4.1 U menyusun  pedoman,
mengevaluasi perangkat petunjuk teknis, dan cara kerja
noma, standar, yang dijadikan nomma, standar,
dan/atau lmtena, serta prosedur, dan/atau  kriteria
melibatkan stakeholder pengembangan  strategi  dan
dalam rangka kebijakan di bidang PEngidaan
pengembangan strategi dan Barang/Jasa Pemerintah.
kebijakan di bidang | 4.2 Mampu melakukan evaluasi
Pengadaan Barang/Jasa terhadap pedoman, petunjuk
Pemerintah. teknis, dan cara kerja yang

dijadikan  norma, standar,
prosedur, dan/atau  kriteria,
mencari kelebithan dan
kekurangan, dan melakukan
pengembangan atan perbaikan
cara kerja dalam

strategi dan kebijakan di bidang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder tentang
pengembangan  strategi  dan
kebiljakan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

4.4 Mampu memberikan bimbingan
dan/atau memfasilitasi
stakeholder dalam hal
pengembangan  strategi  dan
kebijakan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

S | Mampu nbangkan | 5.1 Mampu mengidentifikasi,
teori, konsep, kebijakan, menganalisis, dan
dan menjadi sumber teori, konsep,
rujukan untuk dan kebijakan dalam rangka
implementasi stral dan
pengembangan strategi dan kebijakan di bidang
kebijakan di bi Barang/Jasa Pemerintah dalam
Pengadaan Barang/Jasa
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5.2

5.3

rekomendasi

serta meyalanan
stakeholder untuk menerima
teori, konsep, dan kebijakan
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9. KOMPETENSI PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

. Penyelenggaraan Transformasi Digital Sistem
Newa Kampetenel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kode Kampetensi KKT.PBJ.09.00
[ Definisi Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi  transformasi
digital sistem Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.
KECAKAPAN
Level Deskripsi Indikator Perilakux
1 Marrmnmm!mxmkonsep 1.1  Mampu menjelaskan konsep dan
langkah texiqalt transformasi  digital  sistem
pelaksanaan  transformasi Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa Pemerintah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-
transformasi  digital  sistem
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

1.3

Mampu melaksanakan
transformasi digital sistem
Jasa

transformasi  digital  sistem
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Mampu melaksanakan

identifikasi dan verifikasi data
dan informasi yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan transformasi

digital sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Mampu melakukan
transformasi digital sistem
Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.

3.1
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3.3

3.4

pelaksanaan transtormasi digital
sistem Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Mampu memantau dan
i pelaksanaan

Mampu _
mengevaluasi  perangkat
noma, standar, prosedur,
dan/atau kriteria serta
melibatkan stakeholder
dalam

dan| 4.1

4.2

4.3

prosedur dan/atau kriteria dalam
transformasi digijtal

sistem Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Mampu melakukan  evahuasi
terhadap pedoman, petunjuk

transformasi  digital  sistem
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4.4 Mampu memberikan bimbingan
dan/atau memifasilitasi
stakeholder dalam pelaksanaan
transformasi  digital  sistem
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

5.1 Mampu mengidentifikasi,

teori, konsep, kebijakan, menganalisis, dan
dan menjadi  sumber teori, konsep,
nyj untuk dan  kebijakan

i tasi pelaksanaan transformasi  digital  sistem
transformasi digital sistem Barang/Jasa

stakeholder untuk menerma
teori, konsep, dan kebijakan vang
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5.3
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10. KOMPETENSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

Nama Kompetensi: ; Pengelolaan  layanan Pengadasn  Secara

HKode Kompetens: ;| KKTPBJ 1000

Definisi: : Kmmm_laﬂbem;ﬂptmgetahmkﬂm
sikap melalakan pengelolaan

ls_yslnan pada umt kerja yang melaksanakan
tugas dan fimgs=i layvanan pengadsan secam
elektronik yang meliputi organisasi, kebijakan,
standar layanan, proses administrasi dan
dolammentasi kerja, menjalankan prosedur,
pelayanan Sistem Pengadasn Secara Eleldronik
(SPSE] kepada pengguna, mengkoordinasikan
dengan pihak lain, penyelesaian masalah
operasional yang munoul dalam pelaksanasn
layanan, penilaian terhadap penyelenggaraan
pengelolaan layanan yang efektif dan efisien, dan

Standar Layenan Pengelolaan.
KECAKAPAN
Level Deslaipsi Indilaator Perilaka
1 Memahami organisasy, (1.1 Memahami strulthr dan fungsi

kebijalkan, standar dan layanan pengadaan SEecara
prosedur dalam elektronik, perangkat, beserta
memberikan layanan peran dan tangpung jawabnya.
pengadaan secara (1.2 Memahami kebijakan (peraturan
elektronik dan  proses dan  ketentuan], standar, dan
administrasi dan prosechur yvang menjadi  acuan
dolaimentasi terkait pengelolaan layvanan pengadaan
lavanan tersebut. secara eleldronik.

1.3 Memshami proses administrasi

PENgEIna.
dan layanan pendukung) | 22 Mampu menjalankan pemeliharan
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3.3

3.4

3 | Mampu mengelola, | 3.1 Mampu melakukan koordmasi
supervisi, dan supervisi dalam pelaksanaan
mengatasi masalah  dan layanan utama SPSE, layanan
mengidentifikasi risiko Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan
dalam layanan SPSE pendukung layanan.
(layanan utama, helpdesk, | 3.2 Mampu melakukan pemantauan
dan komponen pendukung (monitoring) dan memastikan
layanan) serta mengelola dilakaikan
kelangsungan layanan dengan tepat, untuk layanan

4.1

layanan dipatuhi dan diterapkan
oleh sermma unit atau personel.

5.2

layanan, dan n . 42 Mampu melakukan  evahasi
terhadap layanan SPSE sesuai dengan lingkaap
(layanan utama, helpdesk, pengelolaan kelangsungan
dan layanan.
layanan). 4.3 Mampu menyusun metodologi
vang akan digunakan dalam
o | Mampu 5.1 Mampu menyusin Kkebijakan
kebijakan dan/atau mengenai pembentukan unit kerja
mengembangkan  standar layanan  pengadaan  secara
layanan SPSE yang elektronik yang diterapkan secara
diterapkan secara nasional.
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1 pernyusunan
kebijakan  dan/atann  standar
layanan SPSE untuk diterapkan
secara nasional
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11. KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Nama Kompetensi

Pengelolaan  Sistem Keamanan Informasi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kode Kompetensi

KKT.PBJ.11.00

Definisi

Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk memahami, melakukan
persiapan, melakukan pengelolaan, melakukan
evaluasi, dan melakukan pengembangan
kcbijakan pengelolaan  sistem  keamanan
informasi yang meliputi perangkat pengolah
informasi, operasional layanan, server dan
jaringan.

KECAKAPAN

Level Deskripsi

1 | Mampu
pengelolaan

keamanan informasi.

memahami 1.1 Memaham kebijjakan sistem

sistem pengelolaan keamanan informasi

1.2 Memahami

1.2 Memahami aspek teknis

informasi, operasional layanan,
server dan jaringan.

melakukan [ 2.1 Mampu menerapkan kebijakan

sistem pengelolaan keamanan
informasi yang meliputi

pengolah informasi,
operasional layanan, server dan
jaringan.

2.2 Mampu menerapkan standar
sistem pengelolaan keamanan
informasi yang meliputi
perangkat pengolah informasi,
operasional layanan, server dan

2.3 Mampu menerapkan aspek
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keamanan informasi.

melakukan

sistem

3.2

3.3

troubleshooting  jika  terjadi
permasalahan

Mampu melakukan evaluasi

sistem

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan
pengembangan  kebijakan

keamanan informasi.

sistem

3.1

5.2

5.3

M

sistem keamanan

engembangkan
menerapkan  teknologi  terkait
sistem keamanan informasi.

standar terkait

dan/atau
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12. KOMPETENSI PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DAN SISTEM PENDUKUNG

Nama Kompetensi

laan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik dan Sistem Pendukung

Kode Kompetensi

KKT.PBJ.12.00

Definisi

Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan,

dan sikap untuk mengpunakan Aplikasi Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem

cara verifikasi persyaratan pengouna

SPSE cara analisis evaluasi, identifikasi risiko

pengembangan  sisterm,  mengatasi

petmasalahan sederhana, serta mengidentifikasi

pengembangan sistem,

kcmanmxan melakukan upgrade, mengelola dan
pemmasalahan

yang t t dengan
dan

proses

1.2 Memahami fitur-fittr dalam
aplikasi SPSE dan aplikasi terkait
lainnya, temmasuk perubahan
fitur akibat upgrade aplikasi.

1.3 Meamahami cara melakukan

2 | Mampu
melakukan

mengatasi

menggunakan, [2.1

verifikasi, SPSE dan sistem pendukung,
2.2 Mampu mengatasi permasalahan

permasalahan
sederhana pada aplikasi

SPSE dan sistem pendukung aplikasi SPSE dan sistem
mengidentifikasi : i masalah
leebumhan pengembangan vang diatasi adalah masalah pada
sistem. aplikasi yang terkait data
(perubahan informasi identitas

penyedia).
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2.3

mengidentifikasi

Mampu
kebutithan pengembangan
sistem.

Mampu melakukan
pengelolaan application
infrastructure dan basic error
handling  yang  terkait

dengan penggunaan aplikasi
SPSE.

3.1

3.2

3.3

3.4

Mampu melakukan proses update
aplikasi SPSE dan sistem

pendukung,
Mampu melakukan pengelolaan
application infrastructure aplikasi
SPSE untuk memastikan
ketersediaan dan kehandalannya.
Mampu melakukan penanganan
masalah jika terjadi masalah
saat user menggunakan
aplikasi SPSE dan aplikasi terkait
lainnya.
Mampu melakukan uji coba
aplikasi SPSE dan aplikasi

4.1

4.2

4.3

3.1

5.2

5.3

teknis dalam penggunaan aplikasi
SPSE atau sistem pendukung
atau pengembangan  sistem
berskala nasional.
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
ttd
HENDRAR PRIHADI
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